KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PERBEKEL BEBANDEM,

Bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)
huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 6 Tahun 2019;

. Bahwa agar tidak terjadi kekosongan jabatan

Perangkat Desa Kepala Seksi Pemerintahan sebagai
akibat diberhentikan karena usia telah genap 60
(enam puluh) tahun;

Bahwa sesuai surat rekomendasi Camat Bebandem
Nomor 140/103/Pem /2024 Perihal Rekomendasi,

. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c,

maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang
Pengangkatan  Perangkat Desa Kepala  Seksi
Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa, sebagimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun



10.

11.

12,

13.

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 4);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah  Desa  (Berita  Derah  Kabupatek
Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah



14,

15.

16.

17.

18.

19.

dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200
Nomor 38);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi
Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber
Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun
2016 Nomor 02);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bebandem
Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem
Tahun 2023 Nomor 8);



20.Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Melalui
Proses Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan
(Lembaran Desa Bebandem Tahun 2017 Nomor 01);

21.Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem
Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Perbekel Bebandem tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Kepala Seksi Pemerintahan;

KEDUA : Mengangkat dan mengesahkan Ni Wayan Putu
Ekayanti, S.Pd, Tempat/ tanggal lahir : Bebandem, 18
Januari 1992, Alamat Banjar Dinas Kayuputih, sebagai
Perangkat Desa Kepala Seksi Pemerintahan terhitung
sejak tanggal pelantikan;

KETIGA : Tugas Kepala Seksi Pemerintahan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015;

KEEMPAT : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu, diberikan penghasilan tetap beserta tunjangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem




